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WAKAF LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN
PENEGAKKAN KEADILAN ANTARGENERASI114
Savitri Nur Setyorini115, Wirdyaningsih116, Chita Arifa Hazna117
Abstrak
Artikel ini memberikan gambaran mengenai wakaf untuk lingkungan hidup dan kaitannya dengan
pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi. Wakaf merupakan salah satu instrumen
hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan umat, yang mana salah satunya adalah masalah
lingkungan hidup yang terkait pula dengan pembangunan berkelanjutan dan keadilan untuk
generasi yang akan datang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif
analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf untuk lingkungan hidup dapat
menyeimbangkan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan hidup, serta berimbas
pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penciptaan keadilan antargenerasi, di mana
generasi yang akan datang akan memiliki tingkat pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya
alam yang setidaknya sama dengan tingkat pemanfaatan dari generasi sekarang, baik dalam hal
keanekaragaman pilihan atas sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam
dan akses atas lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Kata kunci: wakaf, lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, keadilan antargenerasi
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Abstract
This article provides an overview of environmental waqf and its relation with sustainable
development and intergenerational equity. Waqf is one Islamic legal instrument to deal with the
problems of the ummah, one of which is the environmental issue that is related to sustainable
development and intergenerational equity. This research is done qualitatively with the analytical
descriptive design. The result shows that environmental waqf is able to balance the development
as well as the sustainability of environment that lead to environmental sustainable preservation
and intergenerational equity, where future generation is still in the same level of utilization with
the present generation, in terms of the variety of choices, quality, and access to natural resources.
Keywords: waqf, environmental, sustainable development, intergenerational equity

1.

Pendahuluan
Wakaf118 telah menjadi satu instrumen dari hukum Islam yang diyakini

dapat menjadi salah satu cara menyelesaikan permasalahan umat, di antaranya
adalah

masalah-masalah

sosial

seperti

kemiskinan

dan

pemberdayaan

masyarakat.119 Potensi wakaf, dalam berbagai objeknya seperti tanah, bangunan,
uang, dan surat berharga, telah banyak dikaji dan dimanfaatkan untuk berbagai
kegunaan.120 Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
wakaf menunjukkan perkembangan setiap tahun, di mana pada tahun 2017 telah
tercatat tanah wakaf seluas 4,3 miliar meter persegi dan wakaf tunai sebanyak 22
miliar rupiah.121 Harta benda wakaf telah dimanfaatkan oleh nazhir-nazhir yang
kompeten di bidangnya dan telah disalurkan sesuai peruntukannya.
Pemanfaatan potensi wakaf ini tidak terlepas dari peran pemerintah melalui
berbagai upaya mulai dari dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia dan

118
Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum melalui syariah. Indonesia,
Undang-Undang tentang Wakaf, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, LN No. 159 Tahun 2004, TLN
No. 4459, Ps. 1 angka 1.
119

M. Nur Rianto Al Arif, “Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan
Kemiskinan di Indonesia,” Indo-Islamika 2 (2012), hal. 18.
120

Mohammed Obaidullah, “A Framework for Analysis of Islamic Endowment (Waqf)
Laws,” International Journal of Not-for-Profit Law 18 (Februari 2016), hal. 54-55.
121
Elisa Valenta Sari, “Kurangi Ketimpangan, Bappenas Rancang Wakaf dan
Zakat,” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2070824133230-78-236960/kurangiketimpangan-bappenas-rancang-wakaf-dan-zakat, diakses pada 28 Januari 2019.
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peraturan perundang-undangan, serta kerjasama dengan berbagai sektor seperti
Badan Wakaf Indonesia (BWI), organisasi kemasyarakatan, dan bank syariah.122
Peran pemerintah merupakan sebuah kewajiban yang termaktub dalam dasar
negara dan konstitusi. Hal ini juga merupakan kewajiban negara yang dikenal
dalam praktik hukum Islam.123 Wakaf sendiri merupakan suatu tuntunan Islam
yang sifatnya tidak wajib sebagaimana perintah salat dan berzakat. Perintah
berwakaf pun dapat disarikan melalui ayat-ayat yang memerintahkan perbuatan
kebajikan.124 Ini artinya, sebagai sebuah bentuk ibadah, wakaf memiliki dimensi
spiritual sekaligus sosial. Maka, motivasi untuk melaksanakan wakaf memang
berasal dari pengharapan atas rida Allah SWT, tetapi manfaat dari wakaf bukan
semata-mata hanya dirasakan sebagai pahala yang diperoleh orang yang berwakaf.
Manfaat wakaf ada untuk selamanya dan diperuntukkan bagi kepentingan
masyarakat yang luas, sesuai dengan tujuan berwakaf.125
Wakaf yang telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW ini ternyata
menjadi sebuah institusi yang dapat dimanfaatkan dalam menangani permasalahan
negeri, terutama untuk menghilangkan jurang pemisah antara yang kaya dan yang
miskin. Selain itu, juga untuk memberdayakan harta agar lebih bermanfaat daripada
jika dimanfaatkan sendiri oleh pemilik. Harta wakaf seringkali dimanfaatkan untuk
membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid dan tempat-tempat menuntut

122

Helza Nova Lita, “Pengaturan Wakaf dan Perkembangannya di Indonesia Menurut
Undang-Undang tentang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,” AL-AWQAF 8 (Januari
2015), hal. 100-102.
123

Tresna Laila Yunita, “Negara dan Filantropi Islam Studi Undang-Undang Wakaf Nomor
41 Tahun 2004,” AL-AWQAF 8 (Januari 2015), hal. 78-79.
124

Ibid., hal. 76.

125

Noor Aimi, Nurauliani, dan Wan Shahdila Shah, “Issues and Challenges of Waqf
Instrument: A Case Study in MAIS,” (e-proceedings disampaikan pada Conference on Management
and
Muamalah
(CoMM
2014),
Malaysia,
Mei
2014),
hal.
119,
http://webmasterfpmkuis.wixsite.com/fpm2014/comm-e-proceedings, diakses pada 30 Januari
2019.
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ilmu.126 Seiring dengan perkembangan zaman, konsep wakaf dan tujuannya pun
ikut berkembang.
Salah satu hal yang menjadi perkembangan tujuan wakaf yaitu wakaf yang
tidak ditujukan secara langsung pada manusia sebagai warga masyarakat, tetapi
pada bumi.127 Artinya, tujuan wakaf tidak semata-mata untuk memberantas
masalah-masalah sosial tetapi juga masalah lingkungan yang diakibatkan oleh
perilaku manusia.128 Apabila dilihat dengan sepintas lalu, wakaf untuk
lingkungan hidup ini tampak seperti wakaf yang tidak berhubungan dengan
masyarakat, namun, sesungguhnya ini merupakan perbuatan yang disyariatkan
oleh Allah SWT atas konsekuensi dari diturunkannya manusia ke bumi sebagai
hamba

sekaligus

khalifah

fil

ardh.129

Manusia

diperintahkan

untuk

memakmurkan bumi, bukan hanya untuk dimanfaatkan secara eksploitatif dan
dirusak, tetapi dijaga keberlangsungannya untuk generasi berikutnya.130
Wakaf untuk lingkungan hidup merupakan konsep yang relatif baru di
Indonesia. Namun, di Kuwait wakaf ini telah menjadi fokus pemerintah melalui
lembaga Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) dengan program
126

Anwar Ibrahim, “Fiqh Law on Waqf,” AL-AWQAF Special Edition (September 2011),

hal. 5.
127

Mochammad Arif Budiman, “The Role of Waqf for Environmental Protection in
Indonesia,” (disampaikan pada Aceh Development International Conference, Bangi, Malaysia, 2628 Maret 2011), hal. 880.
128

Dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang ada di
Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) maka
yang menjadi tujuan atau peruntukan wakaf adalah sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan
kegiatan pendidikan dan kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu,
beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya
yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Indonesia, UndangUndang tentang Wakaf, op. cit., Ps. 22.
129

Secara harfiah dapat diartikan sebagai pemimpin di muka bumi. Di dalam Alquran
sendiri, kata khalifah disebut beberapa kali dalam surat yang berbeda dan konteks yang berbeda
pula. Adapun di antaranya adalah Surat Al Baqarah (2): 30 dan Sad (38): 26 mengenai amanah
bagi para Rasul untuk memimpin manusia dan menegakkan hukum dengan adil (di bumi Allah
SWT). Lihat: Abd. Rahim, “Khalifah dan Khilafah Menurut Alquran,” Hunafa: Jurnal Studi
Islamika 9 (Juni 2012), hal. 37.
130

Mochammad Arif Budiman, “The Role of Waqf for Environmental Protection in
Indonesia,” op. cit., hal. 882.
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Environmental Fund sejak 1995.131 Di Indonesia pun, meski tidak begitu populer,
terdapat beberapa gerakan yang diinisiasi oleh para pemuda, contohnya pemuda di
Aceh melalui Hutan Wakaf.132 Beberapa organisasi juga mulai bergerak dengan
memperkenalkan program wakaf pohon seperti Badan Amil Zakat Daerah Bangka
Belitung dan Dompet Dhuafa Republika.133 Bahkan, Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Bandung telah mengeluarkan fatwa tentang pentingnya melakukan wakaf
pohon lindung.134
Pentingnya wakaf untuk lingkungan hidup tidak terlepas dari isu-isu
lingkungan hidup yang begitu luas, seperti pembalakan liar, kebakaran hutan, polusi,
dan pemanasan global.135 Faktanya, meskipun dalam Islam manusia diperintahkan
untuk menjaga lingkungan, tidak sedikit negara-negara Islam maupun mayoritas
penduduk muslim mengalami masalah lingkungan yang cukup serius, seperti
Indonesia.136 Masalah-masalah tersebut berkisar pada kerusakan hutan, banjir, dan
kepunahan spesies hewan dan tumbuhan karena kehilangan habitat dan kesulitan
beradaptasi pada iklim yang tidak menentu. Masalah-masalah ini bukannya sebuah
peristiwa alami, namun ada sangkut pautnya dengan manusia, baik sebagai faktor
penyebab maupun yang terkena dampak. Maka dari itu penting kiranya untuk mulai
memikirkan permasalahan lingkungan hidup sebagai tanggungjawab atas tugas yang
diberikan Allah SWT dalam menjaga bumi dan generasi berikutnya. Hal ini tentunya
akan berkaitan erat dengan konservasi

131

Ibid., hal. 885.

132

Junaidi Hanafiah, “Hutan Wakaf, Gebrakan Generasi Muda untuk Hijaukan
Lingkungan,” www.mongabay.co.id/2017/01/06/hutan-wakaf-gebrakan-generasi-muda-untukhijaukan-lingkungan/, diakses pada 28 Januari 2019.
133
Mochammad Arif Budiman, “The Role of Waqf for Environmental Protection in
Indonesia,” op. cit., hal. 886.

134
Miftah Faridl, “Wakaf Pohon Lindung,” www.pikiranrakyat.com/kolom/2017/02/02/wakaf-pohon-lindung-392475, diakses pada 28 Januari 2018.
135

Mochammad Arif Budiman, “The Role of Waqf for Environmental Protection in
Indonesia,” op. cit., hal. 881.
136

Nada y Al-Duaij dan Eisa Al-Anzi, “The Environmental Laws & Regulations in Islamic Waqf,”
Environmental Protection in the Islamic Waqf, Workpaper (September 2009), hal. 2.
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lingkungan dan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut dengan sustainable
development dan juga dengan keadilan bagi generasi selanjutnya atau yang biasa
disebut dengan keadilan antargenerasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik
suatu rumusan masalah, yakni mengenai bagaimana kaitan antara wakaf lingkungan
hidup dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi.

2.

Konsep Wakaf
Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf yang berarti

menahan.137 Kata ‘wakaf’ dalam bahasa arab juga sering disebut dengan al-habs
yang artinya sesuatu yang ditahan. Menurut syara’ ‘wakaf’ artinya menahan harta
yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya dan digunakan
untuk kebaikan.138 Berdasarkan hal tersebut, maka sejatinya dapat dilihat bahwa
wakaf bersifat abadi, baik benda yang diwakafkan maupun manfaat yang
didapatkan dari wakaf.
Wakaf merupakan sarana beribadah yang dianjurkan karena bermanfaat
secara spiritual dan sosial.139 Wakaf telah mengambil peranan yang begitu
penting sebagai sumber pembiayaan kesejahteraan sosial, disamping dimaksudkan
untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.140 Meskipun demikian, perintah untuk
berwakaf tidak akan ditemukan secara eksplisit dengan kata ‘wakaf’ di dalam
Alquran, namun Allah SWT menyebarkannya dalam firman-firmanNya agar
manusia senantiasa berbuat baik dengan menyedekahkan harta benda yang
dicintainya untuk kepentingan umat.

137

Haslindar Ibrahim, Afizar Amir, dan Tajul Ariffin Masron, “Cash Waqf: An Innovative
Instrument for Economic Development,” International Review of Social Sciences and Humanities
6 (2013), hal. 2.
138
Siska Lis Sulistiani, Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia, (Bandung: PT Refika
Aditama, 2017), hal. 8.
139

Veithzal Rivai Zainal, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif,” AL-AWQAF 9
(Januari 2016), hal. 2.
140

Siska Lis Sulistiani, Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia, op. cit., hal. 2.
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Wakaf memiliki beberapa unsur, yang dapat ditinjau baik dari hukum islam
maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hukum islam,
unsur wakaf, dalam arti rukun dan syaratnya merupakan hal-hal yang perlu dipenuhi
agar suatu wakaf dapat disebut sah. Meskipun hal ini tidak digariskan secara eksplisit
dalam Alquran, para ulama memandang perlu didefinisikan agar wakaf dapat dikelola
dan dibedakan dengan institusi lain. Terdapat beberapa fikih yang menyebutkan
berbagai unsur wakaf dan terdapat perbedaan di antaranya. Secara singkat,
perbedaan-perbedaan tersebut dirangkum oleh Al-Imam an-Nawawi dalam kitab
Raudhatuth Thalibin, dengan unsur-unsur sebagai berikut.141

a. al-Waqif atau wakif, yaitu orang yang mewakafkan.142
b. al-Mauquf, merupakan harta benda yang diwakafkan. Pada dasarnya, setiap
benda yang bernilai ekonomis dapat diwakafkan.143
c. al-Mauquf ‘alaih, yaitu tujuan wakaf. Artinya siapa yang yang akan menerima
manfaat wakaf.144
d. Shighah, dapat diartikan sebagai ikrar atas niat berwakaf.145 Setelah wakaf
diikrarkan maka harus segera dilaksanakan tanpa digantungkan kepada
terjadinya sesuatu peristiwa di masa datang.146
Semenatra itu, unsur-unsur wakaf dalam Undang-Undang Wakaf dapat
ditemui dalam Pasal 6 yang meliputi:
a. Wakif, yaitu orang yang berwakaf, terdiri atas orang perorangan, organisasi,
dan badan hukum.147 Menurut Undang-Undang Wakaf, seorang wakif haruslah
dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan
141

Ibid., hal. 60.

142
Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI-Press,
2006), hal. 85-86.
143

Ibid., hal. 86.

144

Siska Lis Sulistiani, Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia, op. cit., hal. 65-67.

145

Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, op. cit., hal. 87.

146

Anwar Ibrahim, “Fiqh Law on Waqf,” op. cit., hal. 12-14.

147

Indonesia, Undang-Undang tentang Wakaf, op. cit., Ps. 7.
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pemilik sah harta benda wakaf. Begitu pula dengan wakif organisasi dan
badan hukum, yang mana pengurusnya haruslah orang-orang yang memenuhi
persyaratan wakif perseorangan.148
b. Nazhir, yaitu pengelola atau manajer harta benda wakaf yang bertugas untuk
mengembangkan harta benda wakaf dan menyalurkan manfaatnya sesuai
dengan tujuan wakaf yang ditentukan.149 Seorang nazhir haruslah memahami
ilmu Alquran dan hadis, dan berakhlak mulia. Ini berarti seorang nazhir
haruslah muslim.150 Ia juga haruslah seorang ahli dalam bidang yang sesuai
dengan peruntukan wakaf, seperti pertanian dan pendidikan.
c. Harta Benda Wakaf, yaitu segala sesuatu yang dapat diwakafkan, terdiri dari
benda bergerak dan tidak bergerak.151
d. Ikrar Wakaf, merupakan pernyataan wakif untuk mewakafkan harta miliknya.
Ikrar dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
beserta dua orang saksi secara lisan dan dituangkan dalam sebuah akta.152
e. Peruntukan Harta Benda Wakaf. Berdasarkan Undang-Undang Wakaf, yang
dapat menjadi tujuan atau peruntukan wakaf adalah: sarana ibadah; kegiatan
dan prasarana pendidikan dan kesehatan; bantuan kepada anak terlantar, fakir
miskin, yatim piatu, dan beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
dan kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan
dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.153

148

Ibid., Ps. 8.

149

Nada y Al-Duaij dan Eisa Al-Anzi, “The Environmental Laws & Regulations in Islamic Waqf,”
op. cit., hal. 15.
150

Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih, Hukum Islam Zakat dan Wakaf
(Depok: Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.
120-122.
151
Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang
Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006, LN No. 105 Tahun 2006, TLN No. 4667, Ps. 16 ayat (1).
152

Indonesia, Undang-Undang tentang Wakaf, op. cit., Ps. 1 angka 3.

153

Ibid., Ps. 22.
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f. Jangka Waktu Wakaf. Menurut undang-undang, wakaf dapat dilaksanakan
untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai permintaan
wakif.154 Namun, tidak terdapat penjelasan yang lebih rinci dalam undangundang mengenai pembatasan jangka waktu ini.

3.

Wakaf Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan dan Keadilan
Antargenerasi
A. Pembangunan Berkelanjutan
Konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan
merupakan hasil dari proses perdebatan panjang antara kebutuhan akan
pembangunan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup
yang dimulai sekitar tahun 1960an. Kepedulian dunia akan lingkungan
dimulai pada tahun 1962, yakni dengan diterbitkannya sebuah buku yang
ditulis oleh Rachel Carson tentang bahaya dari penggunaan pestisida, “the
Silent Spring” yang diterbitkan di New York oleh Marnier Book Houghton
Mifflin Company.155
Pada tahun 1983, Majelis Umum PBB membuat sebuah lembaga yang
bertugas mengkaji ulang beberapa masalah penting yang terkait dengan
pembangunan dan lingkungan hidup, serta merumuskan langkah yang inovatif,
kongkrit dan realistis yang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.
Lembaga ini bernama World Commission on Environment and Development
(WCED) atau sering disebut sebagai Brundtland Commission. Pada tahun 1987,
WECD mengeluarkan sebuah laporan berjudul “Our Common
154

Ibid., Ps. 6.

155

Selain itu, hal ini juga ditandai dengan kelahiran beberapa organisasi lingkungan, seperti Sierra
Club dan National Audubon Society, yang kemudian menjadi pertanda akan lahirnya ratusan ribu organisasi
lingkungan di seluruh dunia. Lihat: T. Brenton, The Greening of Machiavelli: the Evolution of International
Environmental Politics (London: Earthscan, 1994), hal. 18-19. Lihat juga

Savitri Nur Setyorini, “Penerapan Transhipment: Kaitannya dengan Hak Bangsa Indonesia atas
Komoditas Perikanan dan Pembangunan Berkelanjutan,” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia,
Volume 1, Issue 2 (Desember 2014), hal. 93.
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Future” dan mempopulerkan istilah sustainable development atau
pembangunan berkelanjutan, yang mempengaruhi pembuatan kebijakan
internasional. WECD kemudian mendefinisikan pembangunan berkelanjutan
sebagai:

“Development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own
needs. It contains within two key concepts:
1. The concept of ‘needs’, in particular the essential needs of the
world’s poor, to which overriding priority should be given; and
2. The idea of limitations imposed by the state of technology and
social organization on the environment’s ability to meet present
and future.”156
Berdasarkan definisi dari WECD tersebut, dapat dilihat adanya dua
unsur, yakni kebutuhan atau needs dan keterbatasan atau limitations. Dalam hal
ini, kebutuhan tersebut terutama adalah kebutuhan dari mereka yang miskin,
yang harus merupakan prioritas dari upaya pemenuhan kebutuhan. Sedangkan
terkait unsur keterbatasan, WECD mengartikannya sebagai keterbatasan
kemampuan lingkungan, yang diciptakan oleh kondisi teknologi dan organisasi
sosial, untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan akan datang.157

Definisi mengenai sustainable development ini dapat ditemukan dalam
Deklarasi Rio, yang merupakan salah satu dokumen yang dihasilkan dalam
United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) pada
tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, yang lebih
dikenal dengan Deklarasi Rio. Istilah sustainable development ditemukan
dalam Pasal 1, 3 dan 4 Deklarasi Rio, di mana dalam Prinsip 1 dinyatakan

156

Sharon Beder, Environmental Principles and Policies: An Interdiciplinary Introduction
(Earthscan, 2006), hal. 18. Lihat juga Andri G. Wibisana, “ Pembangunan Berkelanjutan: Status
Hukum dan Pemaknaannya,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke – 43, No. 1 (Januari –
Maret 2013), hal. 58.
157

Andri G. Wibisana, Ibid., hal. 58.
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bahwa umat manusia merupakan pusat dari perhatian pada pembangunan
berkelanjutan. Manusia berhak atas hidup yang sehat dan produktif yang
harmonis dengan alam.158 Dalam Prinsip 3 dinyatakan bahwa hak atas
pembangunan harus dicapai untuk secara seimbang memenuhi kebutuhan akan
pembangunan dan lingkungan hidup dari generasi sekarang dan yang akan
datang.159 Pada Prinsip 4 dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai
pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup harus
merupakan bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat
dipandang sebagai sesuatu yang terpisah darinya.160 Dengan begitu, dapat
dilihat bahwa pada dasarnya sustainable development merupakan jalan tengah
untuk mengimbangi antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
Hunter menyebutkan bahwa terdapat empat jenis dalam hal sustainable
development, yakni weak sustainability, intermediate sustainability, strong
sustainability dan absurdly strong sustainability. Adapun keempat jenis
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.

Weak sustainability diartikan sebagai, “... maintaining total capital intact
without regard to its composition from among the four different kinds of
capital.”161 Sehingga dalam weak sustainability seluruh atau hampir
keseluruhan sumber daya alam dapat ditukar dengan human-made capital
dan masih akan berjalan dengan baik.162

2. Intermediate sustainability, yakni di mana dalam hal ini dinyatakan bahwa di
samping harus menjaga tingkat keutuhan modal, manusia juga harus
memperhatikan komposisi dari modal kapital tersebut yang berupa sumber
daya alam, manufaktur, dan manusia. Di sini, sumber daya alam dan human158

Deklarasi Rio, UN Doc. AlCONF.151/26 (vol. 1),31 ILM 874 (1992), Prinsip I.

159

Deklarasi Rio, UN Doc. AlCONF.151/26 (vol. 1),31 ILM 874 (1992), Prinsip III.

160

Deklarasi Rio, UN Doc. AlCONF.151/26 (vol. 1),31 ILM 874 (1992), Prinsip IV.

161
David Hunter, James Salzman dan Durwood Zaelke, International Environmental Law and
Policy, (New York: Foundation Press, 1998), hal. 136.
162

Ibid.
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made capital, dapat ditukarkan atau disubtitusi, namun terdapat batasan
tertentu terhadap hal tersebut, sehingga diperlukan pendefinisian mengenai
tingkatan kritis dari tiap kapital.163
3. Strong sustainability, memandang bahwa perlu diadakan pengelolaan
berbagai jenis kapital secara terpisah. Dalam hal ini, sumber daya alam
dan human-made capital bukanlah bersifat subtitusi, melainkan saling
melengkapi dalam suatu proses produksi.164 Adapun perbedaan antara
intermediate dan strong sustainability adalah pertukaran antara sumber
daya alam dengan human-made capital.165
4. Absurdly strong sustainability, memandang bahwa sumber daya alam yang
tidak dapat diperbarui tidak boleh mengalami perngurangan sedikit pun,
sedangkan sumber daya yang dapat diperbarui hanya dapat dikonsumsi
sebatas tingkat pertumbuhan tahunan sumber daya tersebut.166
Di Indonesia, prinsip sustainable development atau pembangunan
berkelanjutan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni dalam Pasal 3
dan 4, di mana pada Pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan 1ingkungan hidup
dilakukan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi
peningkatan kesejahteraan manusia.167 Sementara itu, dalam Pasal 4 disebutkan
bahwa salah satu tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya
pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan
mendatang.168 Dalam Pasal 3 dan 4 tersebut memang tidak menggunakan kata
“pembangunan berkelanjutan” secara eksplisit,
163

Ibid.

164

Ibid., hal. 136 – 137.

165

Ibid., hal. 137.

166

Ibid.

167

Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup, UU Nomor 4 Tahun 1982, LN Nomor 12 Tahun 1982, TLN Nomor 3215, Ps.
3.
168

Ibid., Ps. 4.
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melainkan menggunakan kata “pembangunan yang berkesinambungan” dan
“pembangunan berwawasan lingkungan”. Namun kedua hal tersebut dapat
diartikan sebagai pembangunan berkelanjutan.
Pada tahun 1997, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Perngelolaan Lingkungan Hidup yang menggantikan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1982. Dalam konsideran undang-undang ini disebutkan
mengenai pembangunan berkelanjutan, yakni, “bahwa dipandang perlu
melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan
mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan
seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan hidup.”169 Selanjutnya, dalam batang tubuh undangundang ini disebutkan bahwa salah satu asas dalam pengelolaan lingkungan
adalah pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.170 Dalam
Penjelasan Pasal 3 disebutkan bahwa asas keberlanjutan mengandung makna
setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi
mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya
kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup
harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi
tumpuan terlanjutkannya pembangunan.171 Kemudian, dalam Pasal 4
disebutkan bahwa salah satu sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup adalah
terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.172
Dengan begitu, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
telah menggunakan pembangunan berkelanjutan, walaupun masih dijadikan
satu dengan frasa “berwawasan lingkungan.”

169
Indonesia, Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 23
Tahun 1997, LN Nomor 68 Tahun 1997, TLN Nomor 3699, Konsideran Menimbang.
170

Ibid., Ps. 3.

171

Ibid., Penjelasan Pasal 3.

172

Ibid., Ps. 4.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 kemudian dicabut dan
digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan yang mencolok
dari undang-undang ini adalah penambahan kata “Perlindungan” pada judul
undang-undang, yang menandakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tidak hanya terfokus pada pengelolaan lingkungan
hidup saja, melainkan juga pada perlindungannya. Sama halnya dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dalam konsideran undang-undang ini
juga disinggung mengenai pembangunan berkelanjutan, yakni, “bahwa
pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan
berdasarkan

prinsip

pembangunan

berkelanjutan

dan

berwawasan

lingkungan.”173
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini menyebutkan
bahwa asas dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas
kelestarian dan keberlanjutan dan asas keadilan.174 Dalam Penjelasan
Pasalnya, disebutkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung
jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu
generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan
memperbaiki kualitas lingkungan hidup.175 Berdasarkan ketentuan tersebut,
dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengakui
pembangunan berkelanjutan merupakan asas hukum lingkungan dan
menambahkan keadilan dalam satu generasi, di samping juga keadilan
antargenerasi, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

173

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU

Nomor 32 Tahun 2009, LN Nomor 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059, Konsideran Menimbang.
174

Ibid., Ps. 2.

175

Ibid., Penjelasan Pasal 2.
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B. Keadilan Antargenerasi
Sebelum membahas keadilan antargenerasi, sekiranya perlu terlebih
dahulu dibahas mengenai keadilan lingkungan. Collin, sebagaimana dikutip
oleh Wibisana, menyatakan bahwa keadilan lingkungan berkaitan dengan
distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil di antara ras, kelas dan
pendapatan masyarakat. Di sini, aspek prosedural berupa partisipasi publik
dalam pengambilan keputusan dianggap termasuk ke dalam hak substantif
yang merupakan bagian dari keadilan distributif ini.176
Sementara itu, Kuehn menyebutkan empat keadilan lingkungan, yakni
keadilan distributif, prosedural, korektif dan keadilan sosial.177 Keadilan
distributif merupakan haj atas persamaan perlakuan dalam hal persamaan atas
distribusi barang dan kesempatan.178 Dalam hal lingkungan hidup, keadilan
distributif terkait dengan persamaan atas beban dan dampak lingkungan yang
dihasilkan dari kegiatan yang berbahaya bagi lingkungan atau manfaat
lingkungan dari program pemerintah dan sektor swasta.179 Berdasarkan hal
176

Dalam hal ini, Bullard, sebagaimana dikutip oleh Wibisana, mengidentifikasi lima
elemen dasar dari keadilan lingkungan, yakni hak individu untuk dilindungi dari pencemaran;
preferensi terhadap pencegahan pencemaran; beralihnya beban pembuktian pada mereka yang
mencemari atau mereka yang membuang limbah/emisi atau pada mereka yang tidak memberikan
perlindungan yang sama pada kelompok minoritas; bukti adanya diskriminasi dalam konteks
lingkungan hidup tidak lagi diukur berdasarkan niat untuk memberikan perlakuan yang berbeda,
tetapi berdasarkan adanya perbedaan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat dan
bukti statistik yang menunjukkan perbedaan itu; dan perbedaan pembagian risiko diatasi dengan
tindakan dan sumber daya yang tertarget. Lihat: Andri G. Wibisana, “Keadilan dalam Satu (Intra)
Generasi: Suatu Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan,” Mimbar Hukum, Vol.
29, No. 2 (Juni 2017), hal. 293 – 294.
177

Dalam hal ini, the United States Environmental Protection Agency (EPA) menyebut
keadilan lingkungan dengan Environmental Equity, yakni kondisi di mana terciptanya distribusi
risiko yang merata di seluruh kelompok dan respon kebijakan terhadap distribusi tersebut. Lihat:
the United States Environmental Protection Agency, Environmental Equity. Reducing Risk for All
Communities, Vol. 2: Supporting Document, (Washington DC: Office of Policy, Planning, and
Evaluation, 1992), hal. 2.
178

Robert R. Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice,” Environmental Law
Reporter, Vol. 30 (2000), hal. 10683.
179

Ibid., hal. 10684.
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tersebut, dapat dilihat bahwa keadilan distributif berfokus pada dampak
lingkungan yang tidak terdistribusi secara adil terhadap kelompok masyarakat
miskin, perempuan dan ras tertentu yang sering kali menjadi kelompok yang
paling merasakan dampak lingkungan.180
Keadilan prosedural dapat diartikan sebagai keadilan untuk mendapatkan
perlakuan yang sama, yakni persamaan dalam hal mendapatkan perhatian dalam
pengambilan keputusan politik terkait distribusi barang dan kesempatan
tersebut.181 Sementara itu, keadilan korektif diartikan sebagai keadilan yang
bertujuan untuk memberikan sanksi, pemulihan dan kompensasi bagi mereka
yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.182 Dalam hal lingkungan, diartikan
bahwa pihak yang menimbulkan kerugian lingkungan diberikan sanksi dan
mereka memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dampak akibat kerugian
tersebut dengan jalan pemulihan maupun memberikan kompensasi karena
mereka telah menyebabkan ketidakadilan lingkungan. Terakhir, Kuehn
mengartikan keadilan sosial sebagai salah satu cabang dari keadilan yang akan
memberikan dorongan untuk melakukan upaya terbaik guna tercapainya tatanan
masyarakat yang adil, yakni tatanan masyarakat yang mampu memenuhi
kebutuhan hidup masyarakat.183

Keadilan lingkungan tersebut di atas berkaitan erat dengan keadilan
antargenerasi. Keadilan antargenerasi dapat dikatakan lahir dari sustainable
development atau pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari
laporan WECD yang menyebutkan, “... without compromising the ability of
180

Ibid. Wibisana menyatakan bahwa sering kali mereka yang menerima porsi terbesar dari
manfaat pembangunan dan berkontribusi paling besar pada terjadinya degradasi kualitas lingkungan justru
adalah mereka yang tidak terlalu menanggung dampak dari kerusakan lingkungan. Sebaliknya, mereka yang
lebih sering merasakan dampak buruk dari kerusakan lingkungan adalah mereka yang memeiliki kontribusi
kecil terhadap kerusakan tersebut. Lihat juga: Andri G. Wibisana,

“Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Suatu Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan
Lingkungan,” op. cit., hal. 294.
181

Ibid., hal. 10688.

182

Ibid., hal. 10694.

183

Ibid., hal. 10698.
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future generations to meet their own needs.”184 Sehingga, dalam
pembangunan berkelanjutan akan terkandung pula keadilan antargenerasi.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Sands yang membagi pembangunan
menjadi beberapa prinsip, yakni:
a.

keadilan antargenerasi (intergenerational equity), yang dapat dilihat dari
kebutuhan untuk melindungi sumber daya alam bagi keuntungan generasi
yang akan datang;

b.

pemanfaatan secara bekelanjutan (the principle of sustainable use), yang
direfleksikan dalam eksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan
(sustainable), hati-hati (prudent), rasional (rational), bijaksana (wise),
dan layak (appropriate);

c.

keadilan intra generasi, yang ditunjukkan melalui pemanfaatan sumber
daya alam secara berkeadilan (equitable use of natural resources), di
mana pemanfaatan sumber daya alam oleh satu negara tetap harus
memperhatikan kebutuhan dari negara lain; dan

d.

prinsip integrasi (integration principle), yang meminta adanya jaminan
bahwa pertimbangan lingkungan akan diintegrasikan ke dalam rencana,
kebijakan, serta program terkait ekonomi dan pembangunan, serta bahwa
pemenuhan kebutuhan pembangunan harus memperhatikan tujuan
perlindungan lingkungan.185
Pada dasarnya, banyak terdapat kritik mengenai keadilan antargenerasi

ini, karena pada dasarnya manusia yang belum ada tidak dapat memiliki hak.
Dalam hal ini, Weiss menyatakan bahwa hak ini tidak ditujukan pada orang
perseorangan, melainkan pada kelompok. Terhadap hal ini, terdapat tanggapan
184

Sharon Beder, Environmental Principles and Policies: An Interdiciplinary Introduction,

loc. cit.
185
Philippe Sands, Principles of International Environmental Law: Vol. 1, Frameworks,
Standards, and Implementation (Manchester University Press, 1995), hal. 199. Lihat juga Andri. G.

Wibisana, , “ Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya,” op. cit., hal. 86-87
dan Savitri Nur Setyorini, “Penerapan Transhipment: Kaitannya dengan Hak Bangsa Indonesia atas
Komoditas Perikanan dan Pembangunan Berkelanjutan,” op. cit., hal. 93-94.
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bahwa pada dasarnya juga kelompok yang dimaksud juga belum ada.186
Terlepas dari kritik tersebut, Weiss mengemukakan kewajiban lingkungan
(planetary obligation) yang lahir dari konsep keadilan antargenerasi, yang
terdiri dari:
1.

Perlindungan opsi (conservation of options)
Perlindungan opsi diartikan sebagai,
“... conserving the diversity of the natural and cultural resource
base, so that each generation does not unduly restrict the options
available to future generations in solving their problems and
satisfying their own values... Future generations are entitled to
diversity comparable to that which has been enjoyed by previous
generations.”187
Dengan begitu, maka berdasarkan perlindungan opsi ini maka
diharapkan agar keanekaragaman pilihan atas sumber daya alam

186

yang

Otto Spijkers, "Intergenerational Equity and the Sustainable Development Goals,"
Sustainability, 10, 3836 (2018), hal. 4. Walaupun banyak terdapat kritik terkait keadilan
antargenerasi, pada tahun 1993 terdapat kasus Minors Oposa v. Factoran yang diputus oleh
Mahkamah Agung Filipina. Kasus ini merupakan kasus gugatan class action atau perwakilan
kelompok oleh anak-anak di bawah umur bernama Juan Antonio Oposa, Anna Rosario Oposa dan
Jose Alfonso Oposa, yang diwakili oleh orang tua mereka Antonio Oposa dan Rizalina Oposa,
serta beberapa anak di bawah umur lainnya yang masing-masing diwakili oleh orang tua mereka.
Mereka menggugat Sekretaris dari Department of Environment and Natural Resources (DENR),
Factoran Jr. terkait dengan pengelolaan kehutanan di Filipina, yakni izin penebangan atas hutan
tropis yang diberikan Pemerintah Filipina berdasarkan Timber’s License Agreement selama dua
puluh lima tahun. Dalam hal ini, penggugat menyatakan bahwa kebijakan yang telah mengizinkan
eksploitasi hutan secara besar-besaran tersebut, merupakan pelanggaran hak konstitusional para
penggugat dan generasi yang akan datang atas lingkungan yang baik dan sehat. Berdasarkan hal
tersebut, maka penggugat meminta agar pengadilan memerintahkan tergugat untuk menghentikan
semua izin penebangan yang telah ada, pembaruan izin lama, atau pemberian izin baru. Mahkamah
Agung Filipina mengabulkan gugatan tersebut dan berpendapat bahwa pemerintah Filipina dan
DENR seharusnya melakukan upaya pencegahan atas aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan,
di mana DENR memiliki kewajiban melindungi hak atas lingkungan yang baik, termasuk
kewajiban melindungi kepentingan generasi mendatang. Dengan demikian, maka berdasarkan
putusan ini dapat dilihat adanya pengakuan atas hak generasi yang akan datang atas lingkungan
hidup yang baik, yang kemudian dikenal dengan keadilan antargenerasi. Lihat: Supreme Court of
The Republic of the Philippines, Oposa v. Factoran, G.R. No. 101083, July 30, 1993.
187

Ibid., hal. 22.

115
Centre of Islam and Islamic Law Studies
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam
Faculty of Law, Universitas Indonesia

Journal of Islamic Law Studies Volume 4 No. 1 (2020)

Mei 2019

Edisi 9

dimiliki oleh generasi yang akan datang, setidaknya tidak lebih buruk
dari keaneragaman pilihan yang dimiliki oleh generasi sekarang.

2.

Perlindungan kualitas (conservation of quality)
Perlindungan kualitas diartikan sebagai, “...each generation should be
required to maintain the quality of the planet so that it is passed on in a
condition no worse than that in which it was received... should be entitled to
quality comparable to that enjoyed by previous generations.”188

Berdasarkan perlindungan kualitas ini dimaksudkan agar kualitas
lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dimiliki oleh generasi
yang akan datang tidak akan lebih buruk dari kualitas lingkungan hidup
dan sumber daya alam yanhg dimiliki oleh generasi saat ini.

3.

Perlindungan atas akses (conservation of access)
Berdasarkan perlindungan akses, “... each generation should provide its
members with equitable rights of access to the legacy of past generations
and conserve this access for future generations.”189 Dari frasa tersebut
dapat dilihat bahwa harus adanya alokasi hak dan akses terhadap sumber
daya yang seimbang, sehingga akan memberikan hak yang adil dan tidak
diskriminatif untuk menggunakan sumber daya alam. Dengan demikian,
dalam konteks keadilan akses, generasi sekarang memiliki kewajiban
untuk menjamin bahwa segala yang dilakukannya tidak akan mengurangi
hak generasi yang akan datang untuk mengakses lingkungan hidup dan
sumber daya alam.

188 Ibid.
189 Ibid.,

hal. 23.
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Berdasarkan ketiga konsep dalam kewajiban lingkungan tersebut,
maka dapat dilihat bahwa generasi yang akan datang akan memiliki tingkat
pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang setidaknya sama
dengan tingkat pemanfaatan dari generasi sebelumnya, atau bahkan lebih baik
dari generasi sebelumnya. Dengan begitu, maka akan tercipta suatu keadilan
antargenerasi

C. Wakaf

Lingkungan

Hidup

dalam

Rangka

Pembangunan

Berkelanjutan dan Keadilan Antargenerasi
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
disebutkan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai
dengan fungsinya, di mana fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan
manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk
memajukan kesejahteraan umum.190 Selanjutnya, dalam Pasal 22 disebutkan
bahwa peruntukkan benda wakaf adalah untuk sarana dan kegiatan ibadah;
sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin,
anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
dan/ atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan
syariah dan peraturan perundang-undangan.191

Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa harta wakaf terdiri dari benda
bergerak dan benda tidak bergerak. Adapun benda bergerak meliputi uang,
logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak
sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, benda tidak bergerak
meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar,

190

Indonesia, Undang-Undang tentang Wakaf, op. cit., Ps. 4 dan 5.

191

Ibid., Ps. 22.
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bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan
benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,
dan/atau benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.192
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat beberapa hal. Pertama,
pelaksanaan wakaf bukan hanya berfungsi untuk mewujudkan potensi dan
manfaat harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah saja, melainkan juga
untuk kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ini merupakan tujuan
negara Indonesia yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki makna yang
luas, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak masyarakat atas
lingkungan hidup yang baik.193 Kedua, harta benda wakaf dapat pula berupa
hak atas tanah maupun tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,
yang peruntukkannya haruslah untuk kesejahteraan umum. Dalam hal ini
memang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai wakaf untuk lingkungan
hidup. Namun, dari jenis harta benda wakaf berupa hak atas tanah maupun
tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta peruntukkannya
untuk kesejahteraan umum, maka dapat pula diartikan di dalamnya berkaitan
dan termasuk wakaf untuk lingkungan hidup.
Konsep mengenai wakaf untuk lingkungan hidup ini memang belum
populer di Indonesia, namun telah dilaksanakan di Kuwait melalui lembaga
Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) dengan program Environmental
Fund sejak 1995.194 KAPF tidak hanya bertugas untuk menghimpun dana

192

Ibid., Ps. 16 ayat (1), (2) dan (3).

193

Hak atas lingkungan hidup yang baik merupakan salah satu hak asasi manusia yang
harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
194
Mochammad Arif Budiman, “The Role of Waqf for Environmental Protection in
Indonesia,” op. cit., hal. 885. Lihat juga: Eisa Al-Enezy, “Environmental Waqf for Sustainable
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wakaf, namun juga mengelola dan mendistribusikan manfaatnya, di mana
untuk keperluan lingkungan hidup KAPF mendirikan Regional Organization
for the Environmental Protection of the Gulf (organisasi regional untuk
perlindungan teluk), penghijauan taman masjid dan sekolah, proyek
menanam pohon, dan mendanai berbagai organisasi lingkungan hidup. KAPF
menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Kuwait, salah satunya
dalam bentuk menanam modal (saham). Dengan andil KAPF dalam
perusahaan, KAPF pun mendorong agar kebijakan dan kegiatan perusahaan
tersebut ramah lingkungan.195
Konsep wakaf untuk linkungan hidup di Indonesia dapat ditemui di
Provinsi Aceh, yang diawali pada tahun 2012 dengan jalan pembelian lahan
kritis dan lahan potensial untuk diproduktifkan dan guna menjaga kelestarian
lingkungan.196 Adapun konsep wakaf dalam hutan wakaf diawali dengan inisiasi
pengumpulan dana oleh komunitas hutan wakaf dengan menggalang donasi yang
dikirimkan melalui rekening bank atas nama salah satu inisiator wakaf. Setelah
terkumpul, dana dicairkan per tahap dan dibelikan lahan untuk dilakukan
pembuatan hutan wakaf, yakni di Gampong Jantho dan Gampong Data Cut di
Kabupaten Aceh Besar.197 Lahan-lahan tersebutlah yang kemudian

Development in Kuwait Prepositions, Problems and Practices,” Journal of Islamic Law Review 11
(Desember 2015), hal. 139.
195

Eisa Al-Enezy, Ibid.,

196

Program ini pada mulanya diawali dengan adanya panen kopi yang melimpah pada tahun
2012, sehingga pada saat itu bibit kopi yang berlebih kemudian dibagikan pada masyarakat – termasuk
pula di luar Aceh – yang bersedia menanam. Sejak saat itu, lahir ide untuk membuka lahan sendiri
untuk menanam bibit-bibit tersebut di lahan-lahan kritis dan terbengkalai guna untuk menghidupkan
kembali lahan-lahan tersebut dan guna menjaga kelestarian lingkungan. Wawancara dengan Akmal
Senja, Inisiator Hutan Wakaf Aceh, Banda Aceh, 23 Juli 2018. Lihat juga: Akmal

Senja,
“Skenario
dan
Konseptual
Hutan
https://issuu.com/akmalsenja/docs/skenario_dan_konseptual_hutan_wakaf, diakses
Februari 2019.
197

Wakaf,”
pada 7

Lahan di tempat-tempat tersebut dipilih, selain karena merupakan lahan kritis dan
terbengkalai, juga karena memiliki potensi lain yang penting, seperti sebagai tempat singgah beberapa
spesies burung yang bermigrasi dan dapat ditumbuhi beberapa tanaman langka. Salah satu areal lahan
berada dekat dengan aliran sungai, sehingga menghasilkan lahan yang cukup subur untuk ditanami.
Wawancara dengan Akmal Senja, Inisiator Hutan Wakaf Aceh, Banda Aceh, 23 Juli 2018.
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akan diubah menjadi hutan yang diharapkan dapat memberikan manfaat
ekologi sekaligus ekonomis, misal dengan menjadikannya sebagai sekolah
alam. Selanjutnya, pengelolaan hutan wakaf akan diserahkan pada desa
setempat, yang dilaksanakan oleh lembaga desa atau biasa disebut gampong,
untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, yakni tujuan ekologis dan juga
tujuan ekonomis.198 Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa wakaf yang dilaksanakan di sini pada dasarnya adalah wakaf berupa
tanah. Namun, peruntukkannya adalah untuk dijadikan hutan guna
kelangsungan lingkungan hidup untuk mewujudkan kesejahteraan umum
sebagaimana fungsi, tujuan dan peruntukkan harta benda wakaf.
Wakaf untuk lingkungan hidup ini ternyata memiliki potensi yang
nyata dan cukup besar dalam rangka perbaikan lingkungan hidup, yang
tentunya

akan

berkaitan

erat

dengan

konservasi

lingkungan

dan

pembangunan berkelanjutan serta keadilan antargenerasi. Kaitannya dengan
konservasi, menurut Dudi Iskandar, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan
Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wakaf untuk
lingkungan hidup dapat digunakan sebagai sarana rehabilitasi hutan
sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, yakni upaya memulihkan, mempertahankan, dan
meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas,
dan peranannya (produksi, lindung, maupun konservasi) tetap terjaga yang
dilakukan pada lahan kritis, baik di dalam dan luar kawasan hutan.199

Lihat juga: Administrator, "Skenario dan Model Konseptual Hutan Wakaf," http://www.hutantersisa.org/p/skenario-dan-model-konseptual-hutan.html diakses pada 7 Februari 2019.
198

Ibid.

199

Hal ini dikemukakan oleh Dudi Iskandar, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis
Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, dalam Focus Group Discussion dengan judul “Pengembangan Konsep Wakaf
untuk Lingkungan Hidup sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

(Studi Kasus: Hutan Wakaf di Aceh),” Depok, 24 September 2018.
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Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya wakaf untuk lingkungan hidup
tersebut tentunya akan menyeimbangkan kebutuhan akan pembangunan dan juga
kebutuhan akan lingkungan hidup yang baik sebagaimana tujuan dari
pembangunan

berkelanjutan

atau

sustainable

development

sebagaimana

dinyatakan dalam Deklarasi Rio, yakni dalam Prinsip 1 dan Prinsip 4. Dalam
Prinsip 1 dinyatakan bahwa umat manusia merupakan pusat dari perhatian pada
pembangunan berkelanjutan. Manusia berhak atas hidup yang sehat dan
produktif yang harmonis dengan alam.200 Sedangkan, dalam Prinsip 4
dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan,
perlindungan lingkungan hidup harus merupakan bagian yang integral dari
proses pembangunan dan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah
darinya.201 Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa dengan semakin
lajunya pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah di Indonesia, wakaf
untuk lingkungan hidup ini memberikan keseimbangan antara pembangunan dan
perlindungan lingkungan, di mana pada satu sisi tetap dilaksanakan
pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dan pada sisi lain dilakukan
kegiatan pelestarian lingkungan hidup secara integral dan berkelanjutan dengan
menanami lahan yang berasal dari wakaf dengan berbagai tumbuhan, maupun
menanami lahan dengan tanaman yang diperoleh dari wakaf.
Selain berakaitan dengan pembangunan berkelanjutan, wakaf lingkungan
hidup ini juga berkaitan erat dengan keadilan antargenerasi. Sebagaimana
disinggung sebelumnya, pada dasarnya keadilan antargenerasi berkaitan erat
dengan pembangunan berkelanjutan dan merupakan salah satu elemen
pembangunan berkelanjutan. Dalam keadilan antargenerasi, generasi yang akan
datang haruslah memiliki tingkat pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber
daya alam yang setidaknya sama dengan tingkat pemanfaatan dari generasi
sebelumnya, atau bahkan lebih baik dari generasi sebelumnya, baik

200

Deklarasi Rio, UN Doc. AlCONF.151/26 (vol. 1),31 ILM 874 (1992), Prinsip I.

201

Deklarasi Rio, UN Doc. AlCONF.151/26 (vol. 1),31 ILM 874 (1992), Prinsip IV.
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pemanfaatan lingkungan hidup dalam hal keanekaragaman pilihan atas
sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam dan
akses atas lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagaimana
diungkapkan oleh Weiss.
Ketika dilakukan wakaf lingkungan hidup, baik berbentuk wakaf
tanah untuk ditanami, maupun wakaf berbentuk tanaman, secara tidak
langsung kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah konservasi
lingkungan hidup, baik konservasi berupa penanaman maupun pengendalian
kerusakan daerah aliran sungai.202 Wakaf di sini memiliki fondasi yang kuat,
di mana apa yang diakadkan dalam wakaf harus dilaksanakan sebagaimana
mestinya dan tidak boleh menyimpang. Sehingga, ketika dilaksanakan ikrar
wakaf dan harta benda yang diwakafkan diperuntukkan untuk kelestarian
lingkungan hidup, maka peruntukkannya tidak dapat diubah. Hal tersebut
mengakibatkan kegiatan pelestarian lingkungan hidup akan terjaga dan
dilaksanakan terus-menerus. Selain akan tercipta keberlanjutan, tentunya
akan berimbas pula terhadap generasi yang akan datang. Sebagaimana
disebutkan dalam Fenner Coference on the Environment, keadilan
antargenerasi haruslah memenuhi empat hal, yakni:
a.

setiap masyarakat di dunia ini antara satu generasi dengan generasi
lainnya berada dalam kemitraan (global partnership);

b.

generasi kini tidak semestinya memberikan beban eksternalitas203
pembangunan bagi generasi berikutnya;

202

Daerah aliran sungan (DAS) merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungau dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan
mengalirkan iar yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di drat
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, PP
Nomor 37 Tahun 2012, LN Nomor 62 Tahun 2012, TLN Nomor 5292, Ps. 1 angka 1.
203

Eksternalitas, menurut Wibisana, terjadi ketika keputusan yang diambil oleh seseorang
mempengaruhi keputusan dan keadaan orang lain secara langsung, tanpa melalui mekanisme pasar
karena pasar gagal untuk mencerminkan harga yang sebenarnya, yang kemudian ditandai dengan
adanya perbedaan antara private costs dengan social costs. Kemudian, menurut Rosen sebagaimana
dikutip oleh Mukhlis, eksternalitas terjadi ketika aktivitas suatu satu kesatuan mempengaruhi

122
Centre of Islam and Islamic Law Studies
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam
Faculty of Law, Universitas Indonesia

Journal of Islamic Law Studies Volume 4 No. 1 (2020)

Mei 2019

Edisi 9

c.

setiap generasi mewarisi sumber-sumber alam dan habitat yang
berkualitas dan mewariskannya pula pada generasi selanjutnya dengan
mana generasi ini memiliki kesempatan yang setara dalam kualitas fisik,
ekologi, ekonomi, dan sosial; dan

d.

generasi kini tidak boleh mewariskan generasi selanjutnya sumbersumber alam yang tidak dapat dibarui secara pasti (eksak).204
Wakaf lingkungan hidup dapat memenuhi pula kewajiban lingkungan

yang dikemukakan Weiss dan empat syarat tersebut di atas untuk mencapai
keadilan

antargenerasi.

Sebagaimana

disebutkan

sebelumnya,

ketika

dilaksanakan ikrar wakaf dan harta benda yang diwakafkan diperuntukkan untuk
kelestarian lingkungan hidup, maka peruntukkannya tidak dapat diubah sehingga
akan terjaga dan pelestarian lingkungan dilaksanakan terus-menerus. Jika
ditinjau dari kewajiban lingkungan, maka dengan adanya pelestarian melalui
jalan wakaf lingkungan hidup maka generasi yang akan datang akan memiliki
keanekaragaman pilihan akan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang
paling tidak sama dengan generasi saat ini, di samping pula generasi yang akan
datang juga akan mendapatkan manfaat berupa kualitas lingkungan hidup dan
sumber daya alam yang paling tidak sama dengan generasi sekarang

kesejahteraan kesatuan yang lain, yang terjadi di luar mekanisme pasar. Sementara itu, Cullis dan
Jones sebagaimana dikutip oleh Mukhlis, eksternalitas terjadi ketika utilitas seorang individu tidak
hanya bergantung pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh individu yang bersangkutan, akan
tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas individu yang lain. Lihat: Andri G. Wibisana, “Three
Principles of Environmental Law: the Polluter-Pays Principle, the Principle of Prevention, and the
Precautionary Principle,” dalam Michael Faure dan Nicole Niessen (Ed.), Environmental Law in
Development. Lessons from the Indonesian Experience, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Limited, 2006), hal. 25 dan R.S. Pindyck dan D.L. Rubinfield dalam Andri G. Wibisana,
“Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan
Lingkungan,” op. cit., hal. 298. Lihat juga: Imam Mukhlis, “Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi
dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis,” Jurnal Ekonomi Bisnis, Tahun 14,
Nomor 3 (November 2009), hal. 192.
204

Laode M. Syarif, et. al., Evolusi Kebijakan Prinsip-Prinsip Lingkungan Global, dalam
Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, Ed., Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus,
(s.l.: USAid, Kemitraan dan the Asia Foundation, s.a.), hal. 50-51.
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dan memiliki hak untuk mengakses lingkungan hidup dan sumber daya alam
tersebut.
Pada dasarnya, generasi saat ini merupakan mitra dari generasi yang akan
datang, di mana dengan dilaksanakannya wakaf untuk lingkungan hidup maka
generasi tidak akan menyisakan eksternalitas bagi generasi yang akan datang
karena apa yang dilakukan oleh generasi sekarang tentunya akan berimbas pada
generasi yang akan datang. Dengan wakaf untuk lingkungan hidup yang bersifat
kekal dan terus-menerus diperuntukkan untuk kelestarian lingkungan hidup,
maka lingkungan hidup dan sumber daya alam akan terjaga sehingga generasi
sekarang akan mewarisi sumber-sumber alam dan habitat yang berkualitas bagi
generasi yang akan datang, dan mencegah habisnya sumber daya alam sehingga
tidak dapat diperbarui lagi. Dalam hal ini, generasi yang akan datang harus
mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sumber daya alam untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan kesempatan yang setara dalam
kualitas fisik, ekologi, ekonomi, dan sosial.

Berdasarkan

hal

tersebut,

dengan

pelaksanaan

wakaf

untuk

lingkungan hidup akan mengejawantahkan asas asas kelestarian dan
keberlanjutan dan asas keadilan, di mana dalam pelaksanaan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang memikul kewajiban dan
tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam
satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem
dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal
2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, wakaf lingkungan hidup
memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan dan keadilan
antargenerasi. Namun sayangnya belum terdapat konsep yang jelas mengenai
wakaf lingkungan hidup ini, sehingga perlu ditentukan bagaimana cara
melakukan wakaf lingkungan hidup tersebut dan jenis harta wakaf apa saja
yang dapat dipergunakan dalam kegiatan ini.
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Konsep wakaf untuk lingkungan hidup tersebut pada dasarnya tidak jauh
berbeda dari konsep pemberian donasi untuk pengelolaan lingkungan hidup
secara umum. Hanya saja, semua akan dilaksanakan berdasarkan syariat Islam,
mulai dari akad, penyerahan harta benda wakaf, pengelolaan, nazhir, sampai
tujuan wakafnya. Donasi yang diberikan dalam wakaf untuk lingkungan hidup
harus memiliki sifat sebagaimana harta benda wakaf yang disyariatkan, seperti
tidak boleh hilang pokoknya.205 Jika dilihat dari program-program donasi
lingkungan hidup yang ada saat ini memang seolah tidak ada bedanya,206 namun
dalam pengumpulan donasi baik berupa uang, hewan, tumbuhan, ataupun tanah
sebagai objek wakaf, maka harus disesuaikan dengan syariat wakaf dalam Islam,
yaitu sifatnya yang terjaga dan terus menerus.207

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya wakaf lingkungan hidup
dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yakni:
1.

Pemberian tanah beserta tumbuhan atau tanaman yang diperuntukkan
guna pelestarian lingkungan hidup;

2.

Pemberian tumbuhan atau tanaman untuk ditanam maupun wakaf berupa
hewan guna pelestarian lingkungan hidup; dan/atau

3.

Pemberian uang untuk dikelola dengan peruntukkan pembelian tanah,
tumbuhan atau tanaman maupun hewan guna pelestarian lingkungan
hidup.
Pemberian-pemberian tersebut, baik berupa tanah, tumbuhan atau

tanaman, hewan serta uang dilakukan sesuai syariat Islam, yakni melalui wakaf
dan disebutkan bahwa pemberian tersebut diperuntukkan untuk pelestarian
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lingkungan hidup ketika ikrar wakaf. Dengan demikian, maka wakaf tersebut
akan bersifat terus-menerus diperuntukkan untuk lingkungan hidup dan
berimbas

pada

pelestarian

lingkungan

hidup

yang

sesuai

dengan

pembangunan berkelanjutan dan juga keadilan antargenerasi.

4.

Simpulan
Wakaf telah menjadi satu institusi dari hukum Islam yang diyakini dapat

menjadi salah satu cara menyelesaikan permasalahan umat yang mengalami
perkembangan yang pesat. Salah satu hal yang menjadi perkembangan tujuan
wakaf yaitu wakaf yang tidak ditujukan secara langsung pada manusia sebagai
warga masyarakat, tetapi pada bumi, di mana tujuan wakaf tidak semata-mata
untuk memberantas masalah-masalah sosial tetapi juga masalah lingkungan yang
diakibatkan oleh perilaku manusia, melalui wakaf untuk lingkungan hidup. Wakaf
untuk lingkungan hidup ini telah dilaksanakan di Kuwait namun masih belum
berkembang di Indonesia.
Wakaf untuk lingkungan hidup ini berkaitan erat dengan pembangunan
berkelanjutan dan keadilan antargenerasi. Dalam hal pembangunan berkelanjutan,
wakaf

untuk

lingkungan

hidup

ini

memberikan

keseimbangan

antara

pembangunan dan perlindungan lingkungan, di mana pada satu sisi tetap
dilaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dan pada sisi lain
dilakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup secara integral dan berkelanjutan
dengan menanami lahan yang berasal dari wakaf dengan berbagai tumbuhan,
maupun menanami lahan dengan tanaman yang diperoleh dari wakaf.
Sementara itu, terkait dengan keadilan antargenerasi, dikarenakan wakaf
memiliki fondasi yang kuat, di mana apa yang diakadkan dalam wakaf harus
dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh menyimpang, serta harus
sesuai peruntukkannya. Oleh karena itu, maka wakaf untuk lingkungan hidup ini
akan berimbas pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penciptaan
keadilan antargenerasi, di mana generasi yang akan datang akan memiliki tingkat
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pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang setidaknya sama
dengan tingkat pemanfaatan dari generasi sekarang, atau bahkan lebih baik, baik
pemanfaatan lingkungan hidup dalam hal keanekaragaman pilihan atas sumber
daya alam, kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam dan akses atas
lingkungan hidup dan sumber daya alam.

5.

Rekomendasi
Adapun rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis, di antaranya:

1.

Pembentukan peraturan perundang-undangan terkait wakaf lingkungan hidup
secara menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah mengenai lembaga yang
dapat mengelola wakaf lingkungan hidup, bentuk-bentuknya serta mekanisme
pengelolaan keuangannya;

2.

Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait dalam
pelaksanaan wakaf untuk lingkungan hidup, baik Pusat maupun daerah,
seperti Badan Pertanahan Nasional, Badan Wakaf Indonesia serta
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Dinas Lingkungan hidup.

3.

Pengembangan

konsep

wakaf

untuk

lingkungan

hidup

untuk

diimplementasikan sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif untuk
membantu pelestarian lingkungan hidup dan menyokong pembangunan
berkelanjutan, serta penegakkan keadilan antargenerasi; dan
4.

Pensosialisasian wakaf untuk lingkungan hidup agar masyarakat luas tergerak
untuk berkontribusi dalam wakaf ini dan membantu melestarikan lingkungan
hidup.
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